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PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxx Lahir di Kudus, pada tanggal 21 Agustus
2000, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara:
Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta , Status: Kawin ,
Pendidikan: SMA/Sederajat , Beralamat: Desa Xxxxxxx RT.006/
RW.002, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada advokat, berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024, yang telah didaftar
dalam Register Kuasa Nomor 196/BH/2024/PA.Kds tanggal 19
Maret 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Lahir di Kudus pada tanggal 04 Mei 1999, Jenis Kelamin:
Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia,
Pekerjaan: -, Status: Kawin, Pendidikan: SMA/Sederajat,
Beralamat Desa Xxxxxxx RT.006/RW.002 Kecamatan XXXXXXX,
Kabupaten Kudus, sekarang beralamat di Desa XXXXXXX
RT.012/RW.006, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024
telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 19
Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah dinikahi
secara sah pada Hari: Rabu tanggal: 19 Oktober 2022, dihadapan Pejabat
Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXxXxxxX,
Kabupaten Kudus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXXXXXX tertanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh  Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus
Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, antara Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal bersama di rumah orang tua Termohon serta antara Pemohon
dengan Termohon telah hidup layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan sudah
dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK yang sekarang berusia 2
(dua) Bulan saat ini dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon sudah ada perselisihan sejak setelah acara
ngunduh mantu dirumah Pemohon pada pertengahan bulan Oktober 2022,
kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan
tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan :

a. Bahwa Termohon sering bertindak kurang sopan dan kurang
menghargai Pemohon, bahkan Termohon sering mudah marah dan sulit
dinasehati serta sering mengucapkan kata - kata kasar;

b. Bahwa Termohon pada bulan Oktober 2022 sempat berselisih dengan
Pemohon terkait tempat tinggal setelah menikah yang sudah disepakati
bersama untuk bertempat tinggal di rumah Pemohon yang nanti tiap
hari libur akan pulang kerumah Termohon, tetapi Termohon tidak
menepati kesepakatan tersebut karna lebih patuh kepada orang tua

Termohon;
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c. Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022
Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan selama berpisah rumah
tersebut Pemohon dan Kedua orang tua Pemohon juga sudah ada
itikad baik untuk datang kerumah Termohon untuk musyawarah
keluarga, tetapi tidak di indahkan oleh Termohon dan Kedua Orang Tua
Termohon;

d. Bahwa akhir bulan Desember 2022 Termohon menghubungi Pemohon
mengatakan mau mengikuti Pemohon sebagai suami dan menjalani
Rumah Tangga yang rukun;

e. Bahwa setelah Akhir bulan Desember 2022 hingga Februari 2023
Pemohon dan Termohon menjalani Rumah Tangga yang rukun dan
baik-baik saja, akan tetapi pada pertengahan bulan Februari 2023
Termohon Pulang ke Rumah Orang Tua Termohon tanpa
sepengetahuan Pemohon dengan membawa kendaraan roda dua orang
tua Pemohon;

f. Bahwa pada bulan Februari 2023 Orang Tua Pemohon kembali
menemui Termohon juga mengambil kendaraan roda dua milik orang
tua Pemohon yang dibawa Termohon, tujuannya untuk menanyakan
kembali kelanjutan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang pergi
tanpa sepengetahuan Pemohon yang jelas sebagai Suami Termohon
tetapi itikad baik tersebut tidak di indahkan kembali oleh Termohon;

g. Bahwa pada pertengahan Maret 2023 Termohon kembali menghubungi
Pemohon untuk meminta di Jemput yang ingin rukun kembali dengan
Pemohon, dan Pemohon dengan senang hati menjemput Termohon
karena Pemohon masih bertanggung jawab atas Termohon sebagai
istrinya dan juga Anak yang di Kandung;

h. Bahwa pada Bulan Agustus 2023 puncak dari perselisihan Pemohon
dan Termohon, Termohon kembali pulang kerumah Orang Tua
Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan mengendarai
kendaraan Roda Dua Orang Tua Pemohon;

i. Bahwa Pemohon dan Orang Tua Pemohon kembali menemui
Termohon untuk menanyakan kejelasan dan kelanjuttan Rumah Tangga
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Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak menemui Pemohon
dan Orang Tua Pemohon;

j. Bahwa Orang Tua Pemohon dan Pemohon sudah berniat terus
menerus untuk mempertahankan Rumah Tangga Pemohon dan
Termohon, tetapi tidak pernah di indahkan itikad baik Pemohon sebagai
seorang Suami;

k. Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah, Pemohon masih
beritikad baik untuk mengirim perlengkapan Bayi dan Susu lbu Hamil
karna mengingat Termohon Sebagai Istri sedang mengandung Buah
hati mereka berdua;

.  Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 Termohon melahirkan dan
memberikan Kabar ke Pemohon, Pemohon sebagai suami yang
bertanggung jawab pun juga menemani Termohon pada saat
melahirkan juga membayar semua biaya persalinan, tetapi itikad baik
dan rasa tanggung jawab tersebut kembali tidak di tanggapi baik oleh
Orang Tua Termohon dan Termohon;

m. Bahwa Puncak kesabaran Pemohon sebagai suami pada saat sudah
berniat untuk merawat buah hati Pemohon dan Termohon di Rumah
Orang Tua Termohon di tanggapi tidak baik oleh Orang Tua Termohon
yang terkesan selalu ikut campur dalam masalah Rumah Tangga
Pemohon dan Termohon;

n. Bahwa Termohon merupakan istri yang membangkang, tidak bisa
dinasehati dan juga masih mengikuti apa kata Orang Tua Termohon
tanpa mempertimbangkan keadaan Rumah Tangga Pemohon dan
Termohon;

0. Bahwa Termohon juga memblokir seluruh akses komunikasi dengan
Pemohon tanpa kejelassan apapun;

p. Bahwa Pemohon sampai berinisiatif membeli nomor baru untuk
menghubungi Termohon, akan tetapi setelah itu di blokir kembali;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan

Agustus tahun 2023 Termohon pergi dan lebih memilih menetap di rumah

orang tuanya tersebut dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
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tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu Termohon tidak
pernah pulang / kembali;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga
dengan Termohon karena Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi
menjadi isteri yang baik dan taat, yang mau melaksanakan kewajiban
sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami (telah nusyuz);

7. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, telah memenuhi Pasal 19
huruf.(f), PP No.9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf.(f) INPRES RI No.1
Tahun 1991 tentang K.H.l (Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan uraian dan fakta — fakta tersebut diatas maka, Pemohon

berkehendak untuk mencerai Termohon selanjutnya mohon kiranya Bapak

Ketua Pengadilan Agama Kudus, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan

Putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu
Raj'l terhadap Termohon Termohon di Muka Sidang Majelis Pengadilan
Agama Kudus di Kudus;

3. Membebankan Biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus
kepada advokat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024,
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor
196/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
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ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds yang dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxatas nama Pemohon
yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal
12-04-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
oleh Ketua Majelis;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xXxXxXxxxxxxx tertanggal 19
Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan XxxxxxX, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh
Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 19-12-2023. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
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4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama
Anak yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2023 oleh Pejabat
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal
dan paraf oleh Ketua Majelis

B. Saksi:

1. saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
bulan Oktober 2022 ;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan
Termohon berstatus Perawan

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama
menikah telah dikaruniai 1 (satu) anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang
sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering mengetahui dan mendengar sendiri ketika
Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya dan saksi
tidak mengetahui penyebab Termohon sering pergi ke rumah orang
tuanya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
berpisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sampai
dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
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- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik
dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami istri ;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon
dengan Termohon;

2. saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;

— Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada bulan Oktober 2022 ;

— Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan
Termohon berstatus Perawan ;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai 1 (satu) anak;

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon
sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan karena Termohon
pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya
sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan selama
berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

— Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon
bertengkar namun Pemohon pernah menunjukkan kata-kata kasar
Termohon untuk Pemohon di WA, Termohon mengatakan

Pemohon tidak bertanggungjawab untuk nafkah;
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— Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

— Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon
dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dengan Nomor 196/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 Maret 2024, ternyata telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah
pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
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Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh
karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya pada bulan Agustus 2023 Pemohon
dengan Termohon berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula
sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana

layaknya suami-istri;
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Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 404 vyang
berbunyi:

A GaY Al o8 caa ald Cpalicall plSa (e aSaY) L) 23 e
Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang

yang dholim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti
telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2., P.3., P.4 dan 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
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mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, telah
bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan
dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus
dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
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dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon
yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang

menikah pada tanggal 19 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Kudus;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon
berstatus Perawan ;

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1
(satu) anak bernama Anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak
rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran ;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah berpisah rumah setidak-tidaknya selama 8
(delapan) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya
tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan
kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
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hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah tidak mungkin lagi
untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah
tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah
tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap

maslahat, sesuai dengan Qaidah Fighiyah;

raall ula e adia duildall ¢ )2

Artinya :“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi :
2 LS BIEEENE )
Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah : 227);
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim
berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf
(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan
permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam

surat Al- Bagarah : 229 yang berbunyi:

b=

- > 5 > 7 s . - .2 . ST s ~E s
ol e 5l 3gsae dlas 0L )]
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Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Kudus;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Siti Alosh Farchaty,
S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.l., M.H. dan Mohammad
Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
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Hakim Anggota Ketua Majelis

Sabhril, S.H.I., M.H. Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
d. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 28.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



